
Mengina-t .•. 

i-b- berdasa.rkan mak••id -but pada huruf a dan 
huro! b di aias, ma1ca dipandang perlu unruk 
,...,netapkan Pcraturan Bupati Sintang tentang ;:;'':ngan Perumahan dan 1\mJanpn Transpottaai 

"· pjmpinan daJ> Anggota Dewan Perwak:ilan Rakyat 
~ Kabupaten Sintang Tahuo Anggaran 2017; 

c. 

a. behwa eesuai ketentuan Pasal 15 ayat (I) dan ayat (2) 
Peratutan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratil Pimpinan dan An.ggota 
Dewan Puwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa 
daJam hal Pemerintah Daerah belum dapet 
menyedial<An rumah oepra clan keodaraan dinaa bagi 
Pirnpinan dan Anggota Dewan Pot:rwaJcilan Rakyat 
Daerah, kepada yang benang)cutan diberil<an 
tunjangan perumahan dan runjanp.n uaruipon.asi; 

bahwa beaaran turtjangan perumahan dan runjang;an 
uansportaai eebagltlmana dimal<sud pada huruf a di 
ataa, harua ~pertimbangbn uaa ~rutan, 
keWajaran, rasionalitaa, standar harga sctempat yang 
berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan nunah 
nepra sesuai dengan ketenruan peraturan perundang- 
undangan; 

b. 

Menimbang 

BUPATI SlHT'ANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAn BllffABG 
PROVDISI KALIJLuTAJI BARAT 

PBRATURAJt BUPATI 8DffAJWG 
NOMOR 61 TAHUN 2017 

l'ENTANO 

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 
BAGI PlMPINAN DAN ANGOOTA DEWAN PERWAKJLAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIHT'ANG 
TAHUN ANOGARAN 2017 

f''·lfJ' 



8. Undang-Undang ... 

U dang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majclis 
..:nnusyawaratan Rakyat. Dewan Ptrwakilan Rakyat, 

an Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwalcilan 
~at oacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

ah 2014 Nomor 182, Tambahan Lcmba.ran Negara 
T un . N SS68) Republik Indonesia omor ; 

7. 

6. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lemburan Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Repub\ik lndoneaia Nomor 4355); 

s. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pcngelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Nepta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor S 166); 

I 
j 

~~=ndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
1953 ten Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
Kali.man tang Pembentukan Daerah Tingkat U Di 

tan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun. 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndone11ia Nomor 352) Sebagai Undang­ 
Uodang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republilt 
Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
R~publik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 

l. 

' 

• 

Mengingat 

I 
t 
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IS. Pcraturan ... 

14. 

13. 

Pcraturan Oacrah Kabupalcn Sintang Nomor 25 Tahun 
2006 tcntang Pcngelolaan Kcuangan Dacrah (Lembara.n 
oacrah Kabupatcn Sintang Tahun 2006 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Oacrah Kabupaten Sintang Nomor 
251 scbagaimana tclah diubah dengan Pcraturan 
Oacrah Kabupatcn Sintang Nomor 3 Tahun 2013 
(Lembaran oacrah Kabupatcn Sintang Tahun 2013 

N r 3 Tambe.han Lcmbaran Oacrah Kabupetcn omo , 
Sintan& Nomor 3): 

oaerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 
Pera~ t.aJ\& Pcmbentukan dan Suaunan Pcrang)cal 
201 ten Kabupaten Sintang (Lembaran Daemh 
Oacrah SintanB Tllhun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Kabupatcn Oacrah Kabupatcn Sintang Nomor 7); 
1,eml)arall 

O crah Kabupatcn Sintang Nomor 8 Tahu_n 
Pcraturan a Anggaratl Pl:ndapatan Dan &lanJa 
2016 tenlJIII& ten Sintang Tahun Anggaran 2017 
oacrah KabUP8rah lcabupatcn Sintan& Tahun 2016 
(LembarBD Dae 
Nomor 8 l: 

12. 

Pcraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pcdoman Pcngelolaan Keuangan Daerah 
sebagalmana telah diube.h beberapa kali terakhir 
dcngan Pcraturan Mcntcri Oalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

11. 

10. 

~~~~·Uncfang Nomor 23 Tahun 2014 tentane 
enntahan Daerah (Le - Indonesia Tah mbaran Negara Republik 

Lembaran N un 2014. Nomor 244, Tambahan 
sebag . egara Republik Indonesia Nomor 5587) 
den ~ telah diubah beberapa kali tcrakhir 
(Le gbaranUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
N m Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

omor . 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones1&. Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pcmerinlah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Kcuangan dan Adminiatratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 6057): 

8. 

- 

I 
I 

9. 



• • I 
I 

3. Pemcrintah Oaerah adalah Kcpala Oacrah scbagai 
unsur pcnyclcnggare pemerintahan daerah yang 
mcmimpin pelaksanaan urusan pemcrintahan yang 
menjad.i kewenangan daeroh otonom. 

4. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yanalcig selanjutnya 
disingl<at OPRD adalah Lcmbaga Pcrw ilan Rakyat 
oaerah seba.gai unsur penyclcnggara Pcmerintahan 
oaerah Kabupatcn Sintang. 

s. Kepala oaerah adalah Bupati Sintang. 

· · an OPRD adalah pejabat daerah yang 
6. PimP111g ng 

1, 
aba.tan sebagai kerua dan wakil ketua 

meme a . 
oPRD Kabupaten S111tang. 

OPRD adalah pejabat daerah yang memegang 
7. Anggota bagai anggote DPRO Kebupaten Sinteng dan 

jebetan SC capkan sumpeh/janji bcrdasarkan 
telah mc~turan rerundang-undangan. 
ketcntuen 8. Sckretariet ... 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Oaerah adalah Kabupaten Sintang. 

2. Pemerintahan Oaerah adalah penyclenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pcmerintah Oacrah dan Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Oacrah mcnurut esas otonoml dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonoml seluaa­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Rcpublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Desar Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1945. 

MEMUTUSKAN : 

:~RATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TUNJANGAN 
PI:~~ANHAN DAN TUNJANOAN TRANSPORTASI BAGI 

DAN ANOGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANOGARAN 
2017. 

Peraturan Dacrah 
2?17 tentang Kabupatcn Sintang Nomor 5 Tahun 
Pimpinan da A Hale Kcuangan dan Administratif 
Oaerah Kahn nggota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Kabupatcn Sin~tc;ah Sintang (Lcmbaran Daerah 

g un 2017 Nomor s ); 

15. 

Menetapkan 



• 

.. 

(4) Pemeliharaan ... 

ta OPRD dapat disediakan masing-masing I 
(2) Anggo) rumah ncgara dan perlengkapannya sesuai 

(satud berdasarkan pcraturan perundang-undangan. 
stan ar 

. rumah ncgara dan pcrlcngkapannya 
(3) Pe~a dimaJcsud pada ayat (I) dan ayat (2) 

::~~ sesuo.i dcngan kctentuan peraturan 
perundans-undangan. 

I 

t ,. 

BAB II 
TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 2 

( 1) 
Pi inan OPRD disediakan masing-masing I (satu) 
,:'~ negara dan perlengkapannya sesuai stander 
berdasurkan peraturan perundang-undangan. 

14. 

Post majeur adalah suatu kejadian yang tidak dapat 
dihindarkan yang menyebabkan rumah dinas jabatan 
tidak dapat ditempati. 

Anggaran Pcndapatan Dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Oacrah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Oaerah, 

13. 

Surat Pcmyataan Tidak Oapat Menempati Rumah 
Negara yang selanjutnya disingkat SPTDMRN adalah 
Surat Pemyataan yang dibuat oleh Pimpinan 
dan/atau Anggota OPRD yang menyatakan tidak 
dapat menempati rumah dinas jabatan yang telah 
disediakan oleh Pcmerintah Daerah Kabupaten 
Sintang dikarenakan sedang di rehabilitasi atau 
alasan lain (posl majeu,j. 

12. 

Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang 
diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Sintang 
yang tidak mendapatkan kendaraan dinas yang 
disediakan oleh Pcmerintah Kabupaten Sintang. 

11. 

~nj~gan Pcrumahan adalah tunjangan yang 
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 
Kabupaten Sintang yang tidak mcndapatkan rumah 
negara yang discdiakan oleh Pcmcrintah Kabupaten 
Sin tang. 

10. 

unsur pendukung OPRD 8. Sekrctariat DPRD adalah 
Kabupaten Sintang. 

9. Sekretaris DPRD · . . adalah Pejabat Pcrangkat Dacrah 
yang memunp1n Sekrctariat DPRD Kabupatcn Sintang. 



Paaal 5 ... 

(1) Dalam hal Pemerintah Oaerah Kabupaten Sintang 
belum dapal menyedia.kan rumah negara dan 
perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota OPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada yang 
bersangkutan diberikan runjangan perumahan. 

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) diberikan dalarn bentuk uang dan dibayark.an 
setiap bulan terhirung mulai tanggal pengucapan 
sumpah/janji. 

131 
Bagi 5uami dan/atau istri yang menduduki jabatan 
sebagai Pimpinan dan/atau Anggota OPRD pada 
oPRD J(abupaten Sintang hanya diberikan salah saru 
runjangan perurnahan- 

Bagi p;mpinan dan Anggota. DPRO y_ang s~ami ata~ 
(4) istrinya menjabat sebagai Bupan/W:I Bupati 

Sintang tiduk diberikan nrnjangan perum an. 

(
S) aagi p;mpinan c1an/atau Angota DPRD yang 

diberhennJcan semcntara tidak dibcrikan tunjanglllt 
ptn,11nahan. 

Pasal 4 

(1) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat 
disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, 
dan/atau diubah status hukumnya. 

(2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang 
disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
dapat diubah. 

Pasal 3 

(5) Dalam hal Pim · d Si pman an Anggota DPRD Kabupaten 
mtang berhenti atau berakhir masa bakti, rumah 

negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan 
dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sintang paling lambat 1 (satu) bulan sejak 
tanggal berhenti atau berakhimya masa bakti, 

(4) Pemelihara.an seba aim rumah negara dan perlengkapannya 
dibe~kaana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

An 
n pada APBD Kabupaten Sintang Tahun 

ggaran 2017. 

•. (11/lf 19 



(SJ &,saran ••. 

( 1) Penetapan besaran tunjangan perumahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempcrhatikan 
asas kepatutan, kewajarnn, rasionalitas, standar 
harga yang berlaku di Kabupaten Sintang, dan 
standar luas bangunan dan lahan rurnah negara 
ee&ual dengan peratu.ran perundang-undangan. 

(2) Besaran tunjangan perumuhan yang dibayarkan 
sesuai dengan stander satuan harga sewa rumah yang 
berlaku untuk standar rumah negara bagj Pimptnan 
dan Anggota OPRD Kabupaten Sintang. 

31 Besaran tunjangan perurnahan scbagaimana 
( d·maksud pada ayat (21, tidak termasuk meubeler, 

~Jania listrik, air, gas dan telepon. 

eesaran tunJanpn perumahan bagi Pimpinan dan 
(4) An ota OPRD tidal< mclebihi dari besaran tunjangan 

pe~han bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi 
lullim•n tan Barott · 

Pasal 6 

(4) SPTDMRN sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 
tcrcantum di dalam lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Pemturan Bupati ini, 

(3) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang telah 
disediakan rumah dinas jabatan dapat menerima 
tunjangan perumahan dengan alasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dcngan tcrlebih dahulu 
membuat SPTDMRN. 

(l} Rumah di . mas jabatan dan perlengkapannya 
sebagaunana dimaksud dalam Pasal 2 serta tunjangan 
~erumahan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 
tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota 
DPRD secara bersamaan. 

(2) Dalarn hal Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang 
telah disediakan rumah dinas jabatan tetapi rumah 
dinas jabatan tersebut sedang di rehabilitasi atau 
alasan lain (post majeu,j sehingga mengakibatkan 
lidak dapat ditempati, rnaka Pimpinan dan/atau 
Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan 
setiap bulan sampal rumah jabatan tersebut dapat 
ditempati kembali. 

Pasal 5 

(l'lllf20 



(81 Besaran ... 

(5) Besa.ran tunjangan o-ansponAsi sebagaimana 
dimaJ<sud pads ayat (2) mempcrhatilcan asas 
kepetutan, kcwajaran. rasionalitas dan standar harga 
yang berlaku di Kabupaten Sintang sesuai dcngan 
kctentuan peraturan perundang·undangan. 

161 
aesaran tunjang&n uansponAsi yang dibayarlcan 

· dengan standar saruan harga sewa kendaraan 
sesuai bcfla}cu unruk standar krndaraan dinas ja.batan 
yan~ AnggOta oPRD, tidal< tcrmas~k biaya pcra,.,atan = hiaya opcrasional kcndaraan dinas jabatan. 

tuniangan uansportasi bagi Anggota DPRD 
(7) ~saran bihi dari bcsarafl runjangen perumahan :: ,;;ta OPRD f>roW\si Ka)imantan Bann. 

(4) Kendaraan dinas dan runjangan uansportasi. tidak 
dapat diberikan kcpada AnggOta DPRD secara 
bcJ"S8DUl&n. 

(31 Bagi Anggota DPRD yang dibcmcntikan sementara. 
tidak dibcrikan runjangan uanspo.nAsi. 

SABO 
TUNJANGAN TRANSPORTASI 

Pasal 7 

(1) Dalam hal Pemerintah Dacrab Kabupatcn Sintang 
'bc\um dapat menvediakan kendaraan di.nas bagi 
Anggota DPRD, k~pada yang bersanglrutan dapat 
diberikan tunjangan transportasi. 

(2) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD 
sebagairnana dimaksud pada ayat (\). dibcrikan 
dalam benruk uang dan dibayarlcan setiap bulan 
ternirung mulai tanggal pengucapan sumpab/janji. 

(6) Kepada Pim · tun· pman dan Anggota DPRD pencrima 
. 1~gan J>Crurnahan sebagaimana dimaksud pada 

::q2_) dan ayat (4), dikena.lcan Pajak Penghasilan 
\JaJ peraruran perundang-undangan yang berlaku. 

(5) 8esaran tuni 
Anggota DPRJ)Jangan pcrumahan bagi Pimpi.nan dan 
dan a scbaga,mana dimaksud pada ayat (2) 

yat (4l tercanrum di dalam lam · mempakan . . piran yang 
ini. hag,an tidal< terpisahkan dari Peraruran 

(1'11121 



Pasal 10 ... 

n bcr\akUOY8 Pcraturan Bupati ini, maka Pcraturan 
~ ~ SintanS Nomor 149 Tahun 2016 tentang 

u~ Pcrumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
TunJ= Rakyat Oaerah Kabupaten Sintang Tahun 
Pcrw 2017 (Serita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 
~~or !49) dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku. 

Pasal 9 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

(2) Pcngclolaan dana tunjangan perumahan dan 
runjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota 
OPRD dilaksanakaJl oleh Sekretaris DPRD dengan 
bcrpedom41l poda Peraruran Pcrundang-undangan 
yang bcrlaku. 

(3) Pctunjuk Pelaksanaan yang bclum diatur dan/atau 
bclwn culcup diatur dalam Pcraturan Bupati ini, 
diatur lebih lanjut scsuai ketentuan pcraturan 
perundang-undangan yang bcrlaku. 

(4) Kctcntuan yang diatur dalam Pcraturan Bupati ini 
mulai dilaksanakan pada tanggal I September 2017 
aampai dcngan tanggal 31 Descmbcr 2017. 

(1) Be\anja t-unjangan perumahan dan tunjangan 
transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
dibebankan pada APBD Kabupatcn Sintang Tahun 
Anggaran 2017. 

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 8 

(8) Bcsaran tun· seba . ~an_gan transportasi bagi Anggota DPRD 
te~::iana dima.ksud pada ayat (6) dan ayat (7) 
tidak t.e . di dalam lampiran yang merupakan bagian 

rpisahkan dari Peraturan ini, 

(9) Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
~at Daerah Kabupaten Sintang penerima 
tuniangan transportasi scbagaimana dimaksud pada 
ayat ~6) dan ayat (7), dikenakan Pajak Penghasilan 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



Y08BPIIA HASRAH 
BBRITA DAltRAH KABOPATP 811'TAJIO TAll11JI ::1017 wo•oa 61 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 31 Agustus 2017 

BBKRBTARIS DAERAH KABUPATBJf SJllTAJfO, 

~ JAROT WllfARXO 

{ 

BUPATI SIJIT 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 31 A stus 2017 

Agar ~-ililp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupau mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang. 

Pasa! 10 

reraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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•o 111l..\JAJf SATVAlf 8118ARA11 BIATA 

I 2 3 4 

I. TUNJANOAN PERUMAHAN 

I. KETUA OP.RD ORAHO/BVUN 13.500.000.00 

2. WAIOL KEnJA OPRO ORANO/BUl>.N 12.000.000,00 

3. ANOOOTA DPRO ORAJ;O I BVI.0.N I 0.500.000,00 

ruNJANGAN TRANSPORTASI ORAHO/BULAN 7.700.000,00 
2. ANGOOTA OPRO 

• 

BESARAN TUNJANOA.N PERUMAHAN DAN 1VNJANGAN TRANSPORTASl 
BAGI PIMPINAN DAN ANOOOTA DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT 

OAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2017 

PERA1URAN BUPA11 SINTANG 
NOMOR : 61 TAHUN 2017 
TANGGAL 31 AOUSTUS 2017 
TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN 

TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SlNTANO TAHUN ANGGARAN 2017 

[AMPIRAN I 

- 



l 
l 
I 

JAJtOT WllfARIIO 

I 

Tembuu.n dloampailcan kepeda: 
Ylh. I. Bupati Slntang di Sintang; . . 

2. 
Kei-)a Sadan Peng,:lola Keuangan (Ian Aoet Daerah Kabupaten S,nu.113 di Sontang, 

I ...:rm=~.:·-~-. 
I namajelos l 

Dcngan ini menyatakan bahwa tcrhitung mulai tanggal .. . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . tidal< 
dapat mcnempati rumah din as jabatan yang beralamat di 
jalan dikarenakan . 
Apabila surat pemyataan yang saya buat tidak sesuai dcngan kondisi 
sebenarnya, maka saya bersedia untuk mcngembalikan tunjangan perumahan 
yang telah diterima. 
Demikian aural pemyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan scbagaimana 

meatinya. 

Nama 
Jabatan 

tanggal . .. . bulan , saya yang bertanda tangan di Pada hari ini, 
bawah ini: 

SURAT PERIIYATAAJI 

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK OAPAT MENEMPATI RUMAH NEGARA 

PERATURAN BUPATI SINTANO 
NOMOR : 61 TAHUN 2017 
TANOGAL 31 AGUSTUS 2017 
TENTANG TUNJANOAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN 

TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANOGOTA 
DEWAN PERWAJGLAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SINTANO TAHUN ANOOARAN 2017 

LAMPIRAN II 

r ... ,J >.5 . ' 

 


